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ABSTRAK 
 
 Agus Suryo Komputro, B111 09 442, Tinjauan Sosiologi Hukum 
terhadap Efektivitas Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
dalam Bidang Hak Cipta Lagu di Kota Makassar. Dibimbing oleh Hasbir 
Paserangi selaku pembimbing I dan Rastiawaty selaku pembimbing II.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan 
ketaatan hukum masyarakat tentang terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya 
hak cipta lagu di Kota Makassar, serta untuk mengetahui efektivitas Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya terhadap pelanggaran 
hak cipta lagu di Kota Makassar. 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan 
secara normatif dan empirik, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian 
kepustakaan ( Library research ) dan penelitian lapangan ( Field Research ).   
Hasil penelitian skripsi bahwa kesadaran hukum dan ketaatan hukum 
masyarakat sangat mempengaruhi tentang terjadinya pelanggaran hak cipta 
khususnya hak cipta lagu dikarenakan sesungguhnya masyarakat menyadari hal 
itu melanggar hak cipta orang lain namun mereka tetap saja ada yang tidak taat 
hukum. Efektivitas Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
khususnya dalam bidang hak cipta lagu di Kota Makassar hingga saat ini belum 
efektif yang disebabkan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang 
Hak kekayaan Intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya, juga 
disebabkan oleh nilai/kultur hukum masyarakat kita yang tidak menghargai hasil 
karya orang lain dan menganggap tindakan mereka itu adalah hal biasa dilakukan.  
Sehingga pengetahuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
sangat penting bagi masyarakat demi terwujudnya efektivitas UUHC tersebut. 
 
Kata Kunci: Hak Cipta, Sosiologi Hukum, Efektivitas. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam penjelasan, ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 
28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta 
atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang timbul secara 
otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pada awal perkembangan hak cipta, permasalahannya sangatlah 
sederhana, yaitu hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasainya dan 
dipergunakannya untuk tujuan apapun, apa yang sudah ditemukannya, 
diciptakannya dengan kemampuan tenaganya maupun intelektualnya. Kemudian 
muncul pertanyaan, siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya 
bila bahan bakunya berasal dari pihak lain. Permasalahan pun semakin majemuk 
dengan terjadinya revolusi industri di Inggris maupun revolusi politik di Perancis. 
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Dikarenakan kedua revolusi tersebut, sehingga dorongan terhadap perkembangan 
doktrin maupun objek perlindungan hak milik intelektual jadi semakin besar.1 
Seiring berjalannya waktu, munculnya pelanggaran-pelanggaran hak cipta 
dengan berbagai bentuk dan jenisnya adalah sikap yang tidak menghargai hasil 
karya orang lain dan memanfaatkan hasil ciptaan yang telah dilindungi oleh 
undang-undang hak cipta hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Hal ini 
dikarenakan akibat adanya dorongan ekonomi yang dapat menguntungkan bagi 
kepentingan pribadi dan mungkin saja dikarenakan kurangnya kesadaran dan 
ketaatan masyarakat akan hukum yang mengatur tentang hak cipta tersebut2. 
Dengan demikian, akibat dari pelanggaran hak cipta tersebut, lahirlah 
undang-undang tentang hak cipta yang telah di sempurnakan beberapa kali dan 
terakhir disempurnakan saat ini adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 
Tahun 2014, dimana ada perubahan yang mendasar adalah bahwa pelanggaran 
terhadap hak cipta termasuk hak cipta lagu merupakan delik biasa bukan lagi delik 
aduan seperti pada undang-undang sebelumnya. 
Walaupun undang-undang yang memberikan dasar pengaturan hukum 
terhadap perlindungan kepada pemegang hak cipta sudah ada, namun dalam 
kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta khususnya 
                                                          
1 Hasbir, 2002. Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta rekaman suara (lagu) di 
Kota Makassar. Tesis.hal 3. Saat ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
2 Ibid. 
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dalam bidang hak cipta lagu, misalnya maraknya pembajakan CD (Compact Disc) / 
DVD ( Digital Video Disc ) dalam bentuk kopian dan bajakan lainnya baik yang 
beredar secara fisik (CD / DVD) ataupun format data (media internet) dan adapula 
kasus pemilik rumah bernyanyi yang tidak membayar royalti atas lagu-lagu yang 
rumah bernyanyi tersebut sediakan kepada pihak YKCI ( Yayasan Karya Cipta 
Indonesia ) . 
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti yang telah disebutkan di atas, 
tak lepas pula dari peran masyarakat itu sendiri. Sehingga penulis tertarik untuk 
menulis dan mengkaji dalam bentuk skripsi. 
 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat tentang hak cipta 
mempengaruhi terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya terhadap hak 
cipta lagu di kota Makassar? 
2. Bagaimanakah efektivitas Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak 
cipta terkait pelanggaran hak cipta lagu di Makassar? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat 
tentang hak cipta terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta khususnya hak 
cipta lagu di kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui efektivitas Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang 
hak cipta khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu di Makassar. 
 
b. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Sebagai informasi dan kontribusi bagi aparat penegak hukum (praktisi) 
dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta rekaman 
lagu di makassar. 
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang arti penting dari hak 
cipta. Dalam rangka menumbuhkan kesadaran serta sikap menghargai dan 
menghormati karya cipta seseorang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 A. Pengertian Hak Cipta dan Pengaturannya 
Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Sehingga, dapat 
diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu 
ciptaannya.  Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas 
dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra 
Pada awal mulanya, istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak yang 
dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya.  Ciptaan adalah hasil setiap karya 
pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan 
ilmu pengetahuan, seni dan sastra3. 
Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak 
pengarang (author rights) sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda, yaitu 
Auteursrecht.  Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di 
bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang 
menyempitkan pengertian hak cipta4.  Apabila istilah yang dipakai adalah hak 
pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang 
                                                          
3Lihat Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 
4 Stephen Fishmen, “The Copyright handbook: How to Protect and Use Written Works”, dalam Eddy Damian, 
Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan 
Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, (Bandung: PT. Alumni, 2002), 
hal. 111. 
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saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang.  Oleh 
karena itu, Kongres Kebudayaan Indonesia pada saat itu memutuskan untuk 
mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta.  Istilah ini merupakan 
istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu 
makalah pada waktu kongres.  Menurutnya, terjemahan Auteursrecht adalah hak 
pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi 
Hak Cipta5. 
Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul karena ada 
pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan.  Akan tetapi, asal mula 
terciptanya suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat yang tertulis pada 
langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Geneva yang dirangkum 
oleh Arpad bogsch, Direktur Jendral WIPO yang dibaca oleh Eddy Damian pada 
kunjungan penelitiannya ke Geneva, tertulis “Human genius is the source of all 
works, of art and inventions.”  These works are the guarantee of a life worthy of 
men.  It is the diary of the state to ensure with diligence the protection of the arts 
and inventions6. Yang berarti, “kecerdasan manusia adalah sumber dari semua 
karya, seni dan penemuan. "Karya-karya ini adalah jaminan hidup layak manusia. 
                                                          
5 J.C.T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973), hal. 21-24 
6 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan 
Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, (Bandung: PT. Alumni, 2002),  
hal. 15 
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Ini adalah catatan penting dari negara untuk memastikan dengan teliti 
perlindungan terhadap seni dan penemuan 
 Berangkat dari kerangka pemikiran bahwa ciptaan merupakan hasil 
intelektual (human genius) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya apabila 
negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala macam ciptaan yang 
merupakan karya intelektual manusia.  Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan 
hukum  terhadap ciptaan ini tidak terlepas  dari dominasi pemikiran doktrin hukum 
alam yang menekankan pada  faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang 
dikenal  dalam civil law system yang merupakan sistem hukum yang dianut di 
Indonesia7. 
Sistem perlindungan hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap nilai 
ekonomis  suatu ciptaan ketika dilakukan eksploitasi terhadap suatu ciptaan 
dengan cara menggandakan (copying), pertunjukan secara  publik (public 
performance), pengumuman atau penggunaan lainnya.  Hak cipta yang juga 
dikenal dalam bahasa Inggris sebagai copyright juga meliputi sejumlah hak 
sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku8.   Diharapkan dengan  adanya 
                                                          
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum,  (PT. Alumni, 1958), hal. 292 
8 J.A.L. Sterling, World Copyright Law: Protection of author’s works, Performance, Phonograms, Films,  
Videos, Broadcasts and Published Editions in National, international, and Regional Law, 
(London: Sweet & Maxwell, 1998), hal.15 
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perlindungan secara hukum terhadap hak cipta, pencipta dapat menikmati nilai 
ekonomis dari ciptaannya secara optimal. 
Telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta berkaitan erat dengan 
intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak.  Akan tetapi, lebih jauh dijelaskan 
oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga bahwa hak cipta hanya diberikan 
kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat 
dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya.  Ditugaskan bahwa hukum hak cipta 
tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide.  Agar mendapat perlindungan hak 
cipta, suatu ide perlu di apresiasikan terlebih dulu.  Ide yang masih abstrak dan 
belum pernah diekspresikan tidaklah dilindungi oleh hukum hak cipta.  Berikut 
penjelasan Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga9 : 
“Dapat ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud 
(expression) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (original) atau bukan hasil 
plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati 
perlindungan hukum hak cipta.  Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang 
dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang 
terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapat hak cipta.  Akan tetapi, kalau lagu 
itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai 
jiplakan, barulah mendapat perlindungan hak cipta.” 
                                                          
9 Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta 
Aspek Hukumnya, hal. 42 
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Indonesia memang menganut sistem hukum civil law, namun dalam hal 
perlindungan terhadap hak cipta ini, secara universal negara-negara dengan 
sistem common law maupun civil law pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip 
dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak cipta.  Kedua sistem ini 
mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum 
dianggap sebagai karya akal atau nalar10. 
Beberapa prinsip yang sama dalam sistem hukum common law maupun 
civil law terkait dengan perlindungan hak cipta, antara lain11 : 
1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. 
Salah satu prinsip paling mendasar dari perlindungan hak cipta adalah 
konsep bahwa hak cipta hanya melindungi perwujudan suatu ciptaan misalnya 
karya tulis, lagu atau musik, dan tarian sehingga tidak terkait atau tidak 
berurusan dengan substansinya. 
Dari prinsip ide yang berwujud atau fixation of idea ini dapat diperoleh 
beberapa prinsip turunan, yaitu : 
a. Suatu ciptaan harus mempunyai sifat keaslian (nilai orisinalitas) untuk 
seorang pencipta dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-
undang.  Unsur keaslian ini sangat erat hubungannya dengan bentuk 
                                                          
10 Diana Kusumasari, 2012.  Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu.  Tesis, hal.18 
11 Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, op.cit, hal. 105 
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perwujudan suatu ciptaan.  Oleh karena itu, suatu ciptaan baru dapat 
dianggap asli jika bentuk perwujudannya bukanlah merupakan jiplakan 
(plagiat) dari ciptaan lain yang telah diwujudkan sebelumnya.  Terkait 
keaslian suatu ciptaan ini, Hulman Panjaitan mengutip pendapat 
seorang penulis belanda, Herald D.J. Jongen yang mengemukakan 
sebagai berikut: 
“Article 10 of The Copyright Act ( the Netherlands ) provides that 
works are all literary, scientific, or artistic products.  Although 
Copyright Act does not mention any condition for protection, only 
“original” products are considered works.  The only exception to this 
rules are writing which are protected even in the absence of any 
originality.” 
b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan 
diwujudkan (fixation) dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang 
lain.  Hal ini berarti bahwa suatu ide yang tidak diwujudkan dan hanya 
berupa ide saja, belum dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan dan 
belum dapat dilindungi oleh hukum hak cipta. 
c. Hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak 
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya (sesuai Pasal 2 
ayat (1) UUHC).  Ini berarti tidak ada orang lain yang boleh 
mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin dari 
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pencipta atau penerima hak cipta.  Dengan kata lain, hak eksklusif ini 
mengandung pengertian “monopoli terbatas” terhadap suatu ciptaan. 
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) 
Hak cipta timbul saat seorang pencipta mewujudkan idenya, misal, dalam 
bentuk tulisan, lukisan, lagu, dan bentuk-bentuk lainnya.  Pendaftaran suatu  
ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukanlah suatu 
keharusan untuk suatu ciptaan mendapat perlindungan.  Namun, memang jika 
pendaftaran ini dilakukan akan lebih memudahkan pembuktian kepemilikan 
hak cipta oleh pencipta jika suatu hari terjadi sengketa kepemilikan hak cipta 
atas suatu ciptaan.  Misalnya, jika suatu hari ada orang lain yang mengklaim 
ciptaan buku X adalah ciptaannya, padahal A adalah penciptanya dan sudah 
mendaftarkannya.  Terhadap sengketa ini akan lebih mudah pembuktiannya 
mengenai siapa pencipta sesungguhnya dari buku X.  Hal itu berarti suatu 
ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi. 
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. 
Terhadap suatu ciptaan, baik diumumkan atau tidak diumumkan, keduanya 
dapat memperoleh perlindungan hak cipta.  Contohnya, ketika seorang pelukis 
membuat suatu luksan dan hanya disimpan di kamarnya tanpa dipertunjukkan 
atau dipamerkan, pelukis tersebut memegang hak cipta atas lukisan tersebut.  
Contoh lain untuk ciptaan yang hak ciptanya baru timbul ketika ciptaan itu 
diumumkan adalah pada lay out karya tulis ( typhographical arrangement ).  
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Yang dimaksud dengan typhographical arrangement adalah aspek seni atau 
estetika pada susunan dan bentuk karya tulis yang mencakup antara lain 
format, hiasan, warna, dan sususan atau letak huruf yang secara keseluruhan 
menampilkan wujud khas yang biiasanya dikerjakan atau diciptakan oleh 
penerbit sebuah buku.  Suatu typhographical arrangement baru dilindung hak 
ciptanya setelah penerbitan dilakukan (dalam hal ini berarti dilakukan 
pengumuman)12. 
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum ( legal 
rights ) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik 
suatu ciptaan.   
Yang dimaksud dalam poin ini akan dijelaskan melalui contoh yakni, anton 
adalah pemilik suatu hak cipta karena membeli sebuah karya lagu tersebut.  
Jika Anton memperbanyak lagu dan dijual untuk kepentingan komersial, maka 
Anton melanggar hak cipta. 
5. Hak cipta bukan hak mutlak ( absolute ) 
Disebutkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bahwa: 
“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk 
                                                          
12 Baca penjelasan Pasal 12 ayat (1) a UUHC yang menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan perwajahan 
karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “typhographical arrangement”, yaitu 
aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis.  Hal ini mencakup antara 
lain format, hiasan, warna dan susunan atau letak huruf indah yang secara 
keseluruhan menampilkan wujud khas.” 
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itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
 
Dapat kita lihat dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa 
hak cipta bukanlah bersifat absolute, karena hak cipta juga dibatasi oleh undang-
undang yang berlaku.  Selain itu juga, hak cipta tidak menganut monopoli mutlak, 
tapi hanya menganut monopoli terbatas saja.  Hal ini dikarenakan adanya 
kemungkinan terjadinya suatu ciptaan yang diciptakan pada waktu yang 
bersamaan oleh pencipta yang berbeda dan yang menghasilkan ciptaan yang 
sama.  Dalam hal tersebut, tidaklah terjadi sebuah pelanggaran hak cipta. 
 
B. Hak Terkait 
Selain hak cipta, dalam lingkup hukum hak cipta diatur pula hak terkait.  Hak 
terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku 
untuk memperbanyak atau menyiarkan hasil karyanya.  Hak terkait ini terdiri dari 
antara lain: bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan 
karya rekaman suara (lagu) atau rekaman bunyinya (musik) dan bagi lembaga 
penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan siarannya13. 
Seperti halnya dengan hak cipta, hak terkait diakui secara otomatis tanpa 
perlu melalui suatu prosedur tertentu.  Hak terkait ini juga dilindungi oleh konvensi 
                                                          
13 Lihat Pasal 49 UU No. 28 Tahun 2014 
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internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pelaku 
Pertunjukan,  Produser Rekaman Suara,  dan Lembaga Penyiaran (International 
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms, and 
Broadcasting Organizations, 196114) dan Konvensi tentang Perlindungan Produser 
Rekaman Suara terhadap Perbanyakan Rekaman Suara Tanpa Izin (Convention 
for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of 
Their Phonograms, 197115). 
Terhadap hak cipta dan hak terkait diberikan perlindungan yang terpisah 
dan untuk itu diperlukan adanya izin yang terpisah pula untuk penggunaan masing-
masing hak tersebut.  Misalnya, ketika  seseorang hendak memperbanyak sebuah 
rekaman lagu, orang tersebut harus meminta izin tidak saja dari pencipta lagu, baik 
pengarang maupun penulis liriknya, tapi juga dari produser rekaman dari lagu 
tersebut16. 
J.A.L. Sterling menyebutkan ada 6 ( enam ) jenis hak terkait17, yaitu: 
a. Performers Right (Hak Pelaku) 
b. Phonogram Producers Right (Hak Produser Rekaman) 
c. Film Producers Right (Hak Produser Perfilman) 
                                                          
14 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/trtdocs_wo024.html  
15 http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/trtdocs_wo023.html  
16 Diana Kusumasari, 2012.  Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu.  Tesis, hal. 24 
17 J.A.L. Sterling, op.cit, hal. 273-277 
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d. Wireless Broadcasters Right (Hak Penyelenggara Siaran Media) 
e. Cable Distributors Right (Hak Penyelenggara Radio) 
f. Publishers Right (Hak Penerbit) 
Tetapi, di Indonesia ini hak terkait hanya diberikan kepada pelaku, produser 
rekaman dan lembaga penyiaran sebagaimana yang telah diakui dan diatur dalam 
Pasal 49 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut : 
(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain 
yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan 
rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. 
(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau 
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau 
menyewakan Karya Rekaman suara atau rekaman bunyi. 
(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau 
melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, 
dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau 
tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. 
Dari ketentuan di atas, bisa dilihat bahwa di Indonesia hak terkait ini hanya 
dimiliki oleh pelaku, produser rekaman, dan lembaga penyiaran untuk 
mengeksploitasi suatu karya (dalam hal ini karya cipta lagu)18. 
 
                                                          
18 Diana Kusumasari, 2012.  Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu.  Tesis, hal. 24 
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 C. Ruang Lingkup Hak Cipta 
Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya 
manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini 
hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat 
dilihat, didengar, atau dibaca. 
a. Ciri-ciri Hak Cipta 
Hak cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat absolute, 
serta dilindungi selama hidup pencipta dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai 
hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap 
siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang 
dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian, suatu hak absolut mempunyai segi 
balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati 
hak tersebut. 
 Sifat hak cipta adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak 
(incoporeal property), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, 
dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai 
waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta 
tersebut akan menjadi milik umum. Pemilik hak cipta bersifat ekslusif. Hak ini 
mempunyai kemampuan melahirkan hak yang baru, jadi satu karya cipta 
mempunyai beberapa hak yang terikat pada satu ikatan hak. Hak yang banyak 
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tersebut dalam pemakaiannya seperti dalam pengalihannya dapat dilakukan 
secara menyeluruh, maupun secara terpisah-pisah. 
Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima 
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin 
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
Hak eksklusif ini maksudnya adalah bahwa tidak ada orang lain yang boleh 
melakukan hak-hak si pencipta kecuali dengan izinnya. Selanjutnya sebagai 
pengembangannya pada ketentuan pasal lainnya maka kita dapat mengenali ciri 
utama hak cipta yaitu: 
 Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 4 Undang-undang No 
28 Tahun 2014 tentang hak cipta). 
1. Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya meninggal 
dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, dan Hak Cipta 
tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan 
hukum. 
2. Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah Penciptanya 
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, 
dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh 
secara melawan hukum. 
18 
 
b. Subyek dan Objek Hak Cipta 
Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam 
hukum hak cipta. Yang dimaksud pencipta, harus mempunyai kualifikasi tertentu, 
agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas 
dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang 
membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. 
Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang 
dari inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, 
kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas, dan 
bersifat pribadi. Orang yang menciptakan sesuatu bentuk ciptaan tertentu, 
dianggap dialah yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain. 
Dalam konteks hukum, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang 
namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu 
ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan 
pengumuman resmi. Ketentuan di atas adalah menggambarkan situasi penciptaan 
yang sewajamya. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu, Undang-
undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menentukan: 
1. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan 
tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang 
berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut. (Pasal 5 ayat (2)). 
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2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 
dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang 
memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal 
tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang 
menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas 
bagian ciptaannya itu. (Pasal 6). 
3. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh 
orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, 
penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu (Pasal 7). 
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam 
lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan 
dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua 
pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu 
diperluas sampai ke luar hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)). 
5. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, 
maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan 
pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak 
(Pasal 8 ayat (3)). 
6. Jika suatu badan hukum bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak 
menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut 
dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya (Pasal 9). 
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7. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan 
benda budaya nasional lainnya. (Pasal 10 ayat (1)) 
8. Apabila suatu ciptaan sama sekali tidak diketahui siapa penciptanya, maka 
negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti sebaliknya 
(Pasal 11). 
Selain pemikiran tersebut, Undang-undang Hak Cipta 2002 juga memuat 
pula ketentuan baru, mengenai: 
1. Negara menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang tidak 
diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. 
2. Penerbit menjadi pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan yang telah 
diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut 
hanya tertera nama samaran penciptanya 
Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu, pemegang 
hak cipta sebagai subjek hak cipta adalah termasuk 19: 
1. Pencipta melodi lagu (komposer), yaitu orang yang menciptakan melodi dari 
suatu lagu atau musik; 
2. Pencipta lirik lagu (lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari 
suatu lagu atau musik; 
                                                          
19 Hulman Pandjaitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right : Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta 
Aspek Hukumnya, (Jakarta,Ind Hill Co,2011), hal. 58. 
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3. Penata musik (arranger), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan 
orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa 
sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut 
diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi; 
4. Pengadaptasi lirik (sub-lirikus), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik 
baru atau menerjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan 
kembali di wilayah Indonesia; 
5. Publisher dan sub publisher, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta 
untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan 
terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut. 
Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dapat kita temui jenis ciptaan 
yang menjadi objek hak cipta antara lain adalah: 
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis 
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 
pantomim; 
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f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 
seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 
g. arsitektur; 
h. peta; 
i. seni batik; 
j. fotografi; 
k. sinematografi; 
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain 
dari hasil pengalihwujudan. 
Ketentuan di atas dimaksudkan untuk menjaga kepentingan penciptanya 
dan hal-hal bersangkutan yang dapat menjadi bagian dari kepentingan 
penciptanya. Dengan demikian bila penciptanya diketahui dan kemudian 
menyatakan bahwa ciptaan tersebut adalah karyanya dengan disertai bukti-bukti 
yang sah dan meyakinkan, maka ketentuan itu tidak berlaku. 
 
C. Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta 
 a.  Hak Ekonomi 
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk 
mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-
undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, 
ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap 
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negara, minimal mengenal, dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis 
hak20 : 
1. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right), 
2. Hak adaptasi (adaptation right), 
3. Hak distribusi (distribution right), 
4. Hak pertunjukan (public performance right), 
5. Hak penyiaran (broadcasting right), 
6. Hak program kabel (cablecasting right), 
7. Droit de Suite, 
8. Hak pinjam masyarakat (public lending right). 
 
Hak Reproduksi / Penggandaan (Reproduction right) 
Hak  pencipta  untuk  menggandakan ciptaannya,   ini merupakan 
penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Dalam istilah Undang-undang Hak Cipta, 
hak reproduksi sama dengan perbanyakan, yaitu menambah jumlah sesuatu 
ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan 
tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, 
termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan. Bentuk penggandaan atau 
perbanyakan ini bisa dilakukan secara tradisional rnaupun peralatan modern. Hak 
                                                          
20 Muhamad Djumhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal. 67-73 
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reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, 
misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikat dalam 
rekaman suara (lagu). 
Hak ini dikenal dan diatur, baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi 
Universal. Sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta 
selalu mencantumkannya. 
Hak Adaptasi (Adaptation right) 
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa 
satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah 
menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik 
dalam Konvensi Berne (Pasal 12) maupun Konvensi Universal (Universal 
Copyright Convention) 
Hak Distribusi (Distribution right) 
Hak distribusi adalah hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap 
hasil ciptaannya dalam bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang 
maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.  
Dari hak distribusi itu dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa Foreign 
right yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya suatu karya cipta 
berupa buku. Karena merupakan buku yang sangat menarik, maka sangat 
digemari di negara lain. Dengan buku itu didistribusikan ke negara tersebut, maka 
buku itu mendapat perlindungan sebagai Foreign right. 
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Hak Pertunjukan (Performance Right) 
Hak pertunjukan ini merupaka hak untuk mengungkapkan karya seni dalam 
bentuk pertunjukan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, 
pragawati, penyiaran film, dan rekaman suara (lagu) pada media televisi, radio dan 
tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.  Setiap orang atau badan yang 
menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus  meminta izin dari isi 
pemilik  performance rights tersebut.  Keadaan ini terasa menyulitkan bagi  orang 
yang akan meminta izin pertunjukan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut, 
maka dibentuklah suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan tersebut yang 
lebih dikenal sebagai Performance Rights Society. 
Hak Penyiaran (Broadcasting Right) 
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan 
oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan 
mentransmisikan ulang. Ketentuan hak ini telah diatur dalam Konvensi Berne, 
maupun Konvensi Universal, juga konvensi tersendiri, misalnya Konvensi Roma 
1961, dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan Relating to the Distribution 
of Programme Carryng Signals transmitted by Satellite.  
 
b. Hak Moral (Moral Right) 
Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta  
Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Prancis. 
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Menurut Konsep Hukum Kontinental, hak pengarang (droit d’auteur / author right) 
terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai 
ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi 
si pencipta 
Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak 
moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang 
khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya dan hak itu tidak 
dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 (tiga) dasar, yaitu: 
1. hak untuk mengumumkan (the right of publication); 
2. hak paterniti (the right of paternity);  
3. hak integritas (the right of integrity).  
Sedangkan Komen dan Verkade (dalam C.J.T. Simorangkir, dalam 
Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah)21 menyatakan bahwa hak moral yang 
dimiliki oleh seorang pencipta itu meliputi: 
1. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;  
2. Larangan mengubah judul; 
3. Larangan mengubah penentuan pencipta; 
4. Hak untuk mengadakan perubahan. 
                                                          
21 Muhamad Djumhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal.72 
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Sekarang ini konsep tentang hak moral telah merupakan ketentuan yang 
tercantum dalam Konvensi Berne. Ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam 
Konvensi Berne, yaitu pada revisi Roma 1929, dan dicantumkan pada Pasal 6 bis.  
Kemudian terus disempurnakan pada revisi di Brussel dengan menambahkan 
keharusan adanya orisinalitas, dan revisi di Stockholm dengan menambahkan 
ketentuan tentang jangka waktu hak moral tersebut. Pada Pasal 6 bis ayat (2) 
ditentukan bahwa hak moral perlindungannya sama dengan lamanya perlindungan 
hak cipta. 
Dijelaskan oleh Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi bahwa pada dasarnya, 
ketentuan Pasal 6 bis tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut ini22 : 
Indonesia dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
juga mencantumkan konsep hak moral, yaitu diatur pada Pasal 24. 
Pasal 24 
(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta 
supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. 
(2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah 
diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta 
atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah 
meninggal dunia. 
                                                          
22 Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, Copyright Law in Malaysia; Cases and Commentary, 
(Malaysia-Singapore-Hong Kong: Sweet & Maxwell Asia, 2004), hal. 367-368 
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap 
perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan 
nama atau nama samaran Pencipta. 
(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai 
dengan kepatutan dalam masyarakat. 
Sehubungan dengan apa yang telah uraikan di atas tentang hak-hak yang 
berkaitan dengan hak cipta, Walter Simanjuntak23  mengemukakan bahwa: 
1. Hak khusus yang dimaksud dalam hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta 
adalah: 
a) Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain 
yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan 
rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya. 
b) Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau 
melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak karya 
rekaman suara. 
c) Lembaga peyiaran memiliki hak khusus untuk memberikan izin atau 
meiarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan 
                                                          
23 Hasbir, 2002. Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta rekaman suara (lagu) di 
Kota Makassar. Tesis.hal 37 
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menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa 
kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. 
2. Jangka waktu perlindungan hukum bagi si pelaku pertunjukan, produser 
rekaman suara dan lembaga penyiaran adalah sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 
3. Penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai sejak tanggal 1 Januari 
tahun berikutnya setelah: 
a. Suatu karya pertunjukan selesai diwujudkan atau dipertuniukkan. 
b. Suatu karya rekaman suara selesai direkam 
c. Suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali. 
4. Ketentuan Pidana atas pelanggaran hak-hak yang berkaitan dengan hak 
cipta diberlakukan sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 44 Undang-
Undang Hak Cipta 
c. Hak Salinan (Neighbouring Right / Ancillary Right) 
Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunannya yaitu 
hak salinan (neighbouring right atau ancillary right). Ciptaan yang dilindungi hak 
salinan ini sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya 
fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak salinan 
ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang yang berkecimpung dalam 
bidang pertunjukan, perekaman, dan badan penyiaran. Ketiga pihak yang 
dilindungi tersebut mempunyai hak tertentu. 
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Pihak yang berkecimpung dalam pertunjukan, mempunyai hak , yaitu:  
1. Mengawasi penampilan yang digelarkan, 
2. Mengawasi badan penyiaran yang menyiarkan penampilan yang 
digelarkan, 
3. Mengawasi reproduksi penampilan-penampilan yang berikutnya, 
4. Mengawasi penyiaran rekaman pagelaran kepada umum. 
Pihak yang berkecimpung dalam usaha rekaman atau produser rekaman, 
berhak: 
1. Merekam ulang (reproduction right), 
2. Mempertunjukkan rekaman kepada umum (the public performance 
right), 
3. Menyiarkan rekaman (broadcasting right) 
Badan penyiaran, mempunyai hak di antaranya: 
1. Menyiarkan dan memproduksi suatu ciptaan, 
2. Merekam suatu ciptaan (recording right), 
3. Menampilkan kepada umum (public performance right) 
Hak salinan baru mendapat perhatian internasional pada tahun 1928, yaitu 
ketika revisi konvensi Berne di Roma, dan diakui melalui perlindungan hak 
performers. Pada tahun 1960 di Roma dibentuk suatu konvensi khusus yang 
mengatur hak salinan ini yaitu International Convention Protection for Performers. 
Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations. Konvensi ini 
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memuat 34 pasal, serta menganut prinsip national treatment, sedangkan lamanya 
perlindungan ditentukan minimal 20 tahun 
Selain pengaturan melalui Konvensi Roma 1961, bidang rekaman juga 
diatur oleh konvensi tersendiri, yaitu Convention for The Protection of Phonograms 
Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms. Konvensi ini ditanda 
tangani di Jenewa pada tanggal 29 Oktober 1971, dan memuat 13 pasal. Salah 
satu ketentuannya adalah perlunya untuk mencantumkan dalam setiap hasil 
rekaman tersebut suatu tanda P dalam lingkaran yang disertai petunjuk tahun 
pertama direkam, serta nama dari si pemilik hak cipta atas rekaman tersebut. 
 
D. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 
Menurut teori hukum alam, hak cipta itu kekal selama penciptanya hidup, 
hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi 
beberapa tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Perancis, negara pertama 
yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun 
setelah si pencipta meninggal dunia. Penambahan jangka waktu perlindungan ini 
kemudian dianut oleh banyak negara24  
Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa 
secara umum perlindungan hak cipta adalah selama hidup si pencipta ditambah 50 
                                                          
24 Muhamad Djumhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, 
(Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993), hal.76 
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tahun setelah meninggal dunia.  Pada Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4), diatur bahwa 
untuk karya cipta tertentu.  Konvensi Berne juga menentukan perlindungan yang 
khusus yaitu : 
a. Karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah 
diumumkan, 
b. Karya cipta yang tidak diketahui penciptanya diberi perlindungan selama 50 
tahun setelah diketahui masyarakat, 
c. Karya cipta fotografi  diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut 
selesai dibuat. 
 Konvensi Berne tidak memaksakan kepada peserta konvensi untuk mengikuti 
ketentuan lamanya masa perlindungan yang ditentukan Pasal 7 ayat (6) dari 
konvensi tersebut, membolehkan negara peserta untuk memberikan perlindungan 
lebih lama dari yang ditentukan oleh konvensi. Mengenai perhitungan untuk 
menentukan batas akhir perlindungan, ditentukan pada Pasal 7 ayat (5), yaitu 
mulai dihitung sejak 1 Januari pada saat si pencipta meninggal dunia. Contohnya, 
A meninggal pada tanggal 3 Agustus 1924, maka karya ciptanya mulai tidak 
dilindungi lagi sejak 1 Januari 1975, sedangkan bila A itu meninggal pada tanggai 
11 Januari 1928, maka mulai tidak dilindungi lagi 1 Januari 1979. 
Konvensi Internasional Hak Cipta (UCC) 1952 revisi Paris 1971, mengatur 
secara umum lamanya perlindungan hak cipta pada Pasal 4 ayat (2a), yaitu 
lamanya perlindungan hak cipta tidak boleh kurang dari selama hidup pencipta, 
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dan 25 tahun setelah meninggal dunia. Pada ayat (2b) ditentukan bahwa 
perlindungan hak cipta bisa didasarkan pada saat pertama diumumkan, atau mulai 
didaftarkan. Lamanya perlindungan tidak boleh kurang dari 25 tahun mulai pada 
saat pengumuman, atau pendaftaran karya cipta tersebut. 
Praktik yang dianut oleh kebanyakan negara, pemberian perlindungan 
secara umum atas hak cipta, selama hidup si pencipta ditambah sekian tahun 
setelah meninggal. Tambahannya ada yang 50 tahun, kurang dari 50 tahun, tetapi 
ada juga negara yang memberikan tambahan lebih dari 50 tahun contohnya: 
Austria, Brazil, Colombia, Panama, dan Spanyol, sedangkan Ivory Coast 
memberikan tambahannya 99 tahun. 
Inggris memberi perlindungan hak cipta yaitu selama si pencipta hidup 
ditambah 50 tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Kekecualian diberikan 
untuk perlindungan hak cipta bagi ratu dan pihak kerajaan yang disebut Crown 
Copyright, yaitu selama 125 tahun sejak lahirnya karya cipta itu, tetapi bila ciptaan 
tersebut dikomersilkan, perlindungannya hanya 75 tahun. 
Di Indonesia jangka waktu perlindungan Hak Cipta menurut Undang-
Undang No. 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta, diberlakukan tidak sama untuk setiap bidang 
ciptaan, untuk: 
1. Hak cipta atas ciptaan: buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, seni 
tari (koreografi), segala bentuk seni rupa, seni batik, ciptaan lagu atau musik, 
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karya arsitektur, berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun kemudian 
setelah pencipta meninggal dunia. Bila hak cipta tersebut dimiliki oleh dua 
orang atau lebih, rnaka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama 
hidupnya ditambah 50 tahun kemudian. ( Pasal 29 ayat (2) ); 
2. Karya cipta berupa: karya pertunjukan, dan karya siaran, ceramah, kuliah, dan 
pidato, peta, karya sinematografi, karya rekaman suara atau bunyi, terjemahan 
juga lafsir, hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. ( 
Pasal 30 ayat (2) ) 
 
E. Kesadaran Hukum, Ketaatan Hukum Dan Efektivitas Undang-Undang  
Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundangan adalah 
tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampur adukkan antara 
kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu meskipun sangat 
erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat 
menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam 
masyarakat25. 
Menurut Achmad Ali, bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan 
kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang 
ada, tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian itu akan lebih lengkap lagi 
                                                          
25 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. PT. Yarsif Watampone. Hal 191 
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jika ditambahkan unsur nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya 
dijalankan oleh hukum dalam masyarakat.26  
Jadi kesadaran hukum yang dinilai warga masyarakat belum menjamin 
bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau 
perundang-undangan. Termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta 
Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu 
menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada 
tuntutan mendesak. 
Sehubungan dengan hal itu, Oetojo Oesman (dalam Achmad Ali) 
membedakan kesadaran hukum sebagai berikut: 
1) Kesadaran hukum yang baik, 
2) Kesadaran hukum yang buruk. 
Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk, adalah seseorang yang 
semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan menggunakan 
proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada di 
pihak yang salah.  Kesadaran hukum ini menjadi salah satu penyebab semakin 
menumpuknya perkara di Mahkamah Agung. 
Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kuantitasnya dalam tiga 
jenis, seperti yang dikemukakan oleh H C. Kelman (dalam Achmad Ali)27 : 
                                                          
26 Ibid.hal 192 
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1) Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 
aturan hanya karena ia takut terkena sanksi; 
2) Ketaatan yang bersifat Identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu 
aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi 
rusak; 
3) Ketaatan yang bersifat Internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap 
suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-
nilai intrinsik yang dianutnya. 
Jadi perbedaan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum adalah 
kesadaran hukum itu mengetahui aturan hukum yang berlaku dan memiliki pilihan, 
baik untuk menaati peraturan hukum yang berlaku ataupun melanggarnya.  
Sedangkan ketaatan hukum adalah perilaku masyarakat yang mematuhi peraturan 
hukum yang berlaku dikarenakan faktor yang mempengaruhi masyarakat itu 
sendiri, entah itu karena takut sanksi, takut hubungan baiknya dengan seseorang 
jadi rusak atau karena memang merasa bahwa menaati peraturan itu sudah 
seharusnya sebagai masyarakat yang baik.  Kapan suatu aturan atau undang-
undang dianggap tidak efektif berlakunya? Jawabannya tentu saja jika sebagian 
warga masyarakat tidak menaatinya.  Namun demikian, jika sebagian besar warga 
masyarakat terlibat menaati aturan atau undang-undang tersebut, maka ukuran 
                                                                                                                                                                                 
27 Ibid. hal 193 
37 
 
atau kualitas efektifitas aturan atau undang-undang itupun masih dapat 
dipertanyakan 
Dengan kata lain, mengetahui adanya tiga jenis ketaatan di atas, maka 
tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan atau undang-
undang sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan, paling 
tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas keefektifan suatu aturan atau 
perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu 
undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat Compliance atau 
Identification saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu 
masih rendah; sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu 
aturan atau undang-undang dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka 
semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu. 
Sehubungan dengan itu, Soerjono Soekanto28 mengemukakan empat unsur 
kesadaran hukum yaitu : 
(1) Pengetahuan tentang hukum; 
(2) Pengetahuan tentang isi hukum; 
(3) Sikap hukum; 
(4) Pola perilaku hukum. 
Beragamnya bahasan tentang efektivitas hukum ditinjau dari optik sosiologi 
hukum bukan merupakan hal aneh mengingat pemikiran aliran sosiologis tentang 
                                                          
28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1983. hal. 239 
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hukum itu mencakupi sejumlah pendekatan, yang lebih beragam ketimbang 
seragam. Suatu judul umum sengaja diberikan pada seluruh pandangan sosiologis 
(yang dalam kenyataannya belum tentu sama) tidak lain didasarkan pada 
pertimbangan bahwa para sosiolog hukum mempelajari efek hukum dan 
masyarakat secara timbal balik. Tema umum adalah dengan menggunakan 
pendekatan bahwa hukum adalah fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya 
dapat dimengerti jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan 
masyarakat29 
Suatu persepsi tentang wujud hukum perlu untuk mengujinya, sejauh mana  
efektifnya atau tidak. 
Beberapa sosiolog hukum berpandangan bahwa di dalam masyarakat 
modern, aturan hukum dibedakan atas aturan sosial dan aturan-aturan moral. Hal 
ini menurut Anwarul Yaqin (dalam Achmad Ali)30 disebabkan masyarakat modern 
mempunyai suatu pemerintahan yang terorganisir, pranata pengadilan dan mesin 
administrasi, di mana ketaatan terhadap aturan hukum dijamin melalui suatu 
ancaman sanksi. Sebaliknya, di dalam suatu masyarakat sederhana dan primitif, 
yaitu Such Societies have in fact existed and exist even now alias masyarakat 
yang bukan saja pernah ada tetapi masih ada sekarang, masyarakat yang seperti 
itu tidak mempunyai organisasi politik, hukum tidak dapat secara tegas dibedakan 
                                                          
29 Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. PT. Yarsif Watampone. Hal 180 
30 Ibid. hal 180 
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dari aturan-aturan sosial yang berdasarkan pada kemampuannya untuk menjamin 
ketaatan. 
Lebih lanjut Anwarul Yaqin menuliskan bahwa meskipun hukum dapat eksis 
tanpa negara seperti dalam masyarakat primitif atau masyarakat buta huruf, tetapi 
hukum di dalam pandangan modern mencakupi eksistensi negara. Agar warga 
masyarakat dapat hidup dan bekerja sama di dalam suatu cara-cara yang tertib 
dan damai, maka negara-negara membuat atau diberi kewenangan untuk 
membuat dan mengakui aturan-aturan tingkah laku, yang mana kita sebut 
"hukum". Aturan-aturan itu untuk mengefektifkan, negara menentukan sanksi, di 
dalam bentuk paksaan, untuk melaksanakan ketaatan31 
Oleh karena ancaman paksaan merupakan unsur yang mutlak ada agar 
suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan 
inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan 
hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat 
muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak 
efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat, mungkin juga karena 
ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi atau tersosialisasi secara memadat pada 
warga masyarakat. 
 
 
                                                          
31 Opcit. Hal. 186 
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G. Pengsosialisasian Dan Pengkomunikasian Hukum. 
Agar undang-undang atau hukum benar-benar efektif berlakunya maka 
proses sosialisasi perundang-undangan sangat penting. Proses sosialisasi 
undang-undang itu harus bertujuan : 
1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu 
undang-undang atau peraturan; 
2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-
undang atau peraturan; 
3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat rnenyesuaikan diri (pola pikir dan 
tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau 
peraturan hukum tersebut. 
Demikian pula tentang berbagai peraturan hukum dan undang-undang yang 
mengancamkan sanksi terhadap berbagai jenis kejahatan atau tindak pidana hak 
cipta (termasuk hak cipta rekaman suara), sekiranya dilakukan sosialisasi yang 
maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik kehadirannya maupun isi aturannya 
diketahui oleh sebanyak-banyaknya masyarakat. Khususnya masyarakat, 
sekiranya sebanyak mungkin mengetahui beratnya ancaman pidana atau sanksi 
yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan atau pelanggar hak cipta. 
Sekiranya kalangan hukum maupun masyarakat umumnya tidak boleh 
berfikir dogmatik belaka bahwa menurut undang-undang, semua penduduk harus 
dianggap mengetahui semua peraturan hukum yang berlaku, meskipun asas ini 
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memang tercantum tegas dalam Pasal 2.  Bagaimanapun juga, asas tersebut 
hanya merupakan fiksi hukum, yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum 
jika terjadi kejahatan ataupun pelanggaran hukum.  Sekarang pelakunya tidak 
dapat mengelak dari ancaman sanksi pidana yang hanya dengan berdalih bahwa 
ia tidak tahu bahwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya adalah 
tindakan terlarang. 
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BAB III 
 METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, 
dengan pertimbangan bahwa di Makassar sangat banyak terjadi pelanggaran hak 
cipta, khususnya hak cipta lagu dan hal itu sudah berlangsung lama tanpa ada 
tindakan nyata dari aparat terkait atas pelanggaran itu. 
B. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan rnaksud untuk menganalisa aspek sosiologi hukum terhadap 
pelanggaran hak cipta lagu di Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari para responden yang telah 
ditetapkan sebagai sampel. Kepada para responden dilakukan wawancara 
langsung dan dengan pengisian kuesioner yang telah disiapkan, catatan 
harian dan observasi. 
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan 
penelitian, dokumen dokumen, berbagai hasil seminar mengenai hak cipta 
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serta data tertulis seminar mengenai hak cipta serta data tertulis lainnya 
yang berhubungan dengan objek penelitian. 
2. Sumber Data 
a. Warga masyarakat yang berdomisili di Makassar. Responden ditetapkan 
secara acak dengan jumlah seluruhnya 20 orang. Di samping itu ditetapkan 
secara purposive dipilih dari penjual CD bajakan sebanyak 8 orang, dan 
konsumen (pembeli) sebanyak 12 orang. 
b. Pejabat dari instansi pemerintah yang terkait seperti hakim, jaksa, polisi, 
Pejabat penyidik dari Departemen Kehakiman yang jumlah seluruhnya 
sebanyak 10 orang, terdiri dari pihak Rekaman suara, Kepolisian, Kanwil 
Hukum dan HAM, dan Pengadilan. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Untuk data primer dikumpulkan dari responden melalui wawancara langsung 
dan melalui kuesioner (schedule questionaire), catatan harian dan observasi. 
2. Untuk data sekunder dikumpulkan melalui penelurusan berbagai literatur yang 
berkaitan dengan objek penelitian, peraturan-peraturan pemerintah serta hasil 
seminar yang relevan. 
E. Teknik Analisis Data 
 Baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif kemudian dideskripsikan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaruh Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Terhadap 
Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Kota Makassar 
 
Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum 
yang berintikan pada pengakuan terhadap HKI tersebut, dan hak untuk atau dalam 
waktu tertentu dapat dieksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan 
tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat  menikmati atau 
menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karenanya 
perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang 
yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu 
eksklusif sifatnya (exclusive right). 
Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak 
dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada 
gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang 
memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan 
berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula, pemilik diminta untuk 
mengungkap jenis, bentuk, dan cara kerja serta manfaat dari kekayaan itu. la 
dapat aman mengungkapkan (discloses) karena adanya jaminan perlindungan 
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hukum, sebaliknya masyarakat dapat ikut menikmati atau menggunakln atas dasar 
izin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut. Dalam hal ini hukum 
bukan hanya berfungsi mendisiplinerkan ekonomi, tetapi terwujud dalam kegiatan-
kegiatan ekonomi itu sendiri. Ini berarti bahwa kehadiran sistem peraturan (hukum) 
merupakan syarat mutlak untuk dapat berlangsurignya kegiatan ekonomi atau 
bisnis. 
Untuk menjaga keseimbangan kepentingan pribadi individu dengan 
kepentingan masyarakat, sistem HKI didasarkan pada prinsip-prinsip, antara lain, 
prinsip keadilan (The Principle of Natural Justice).  Prinsip ini menunjukkan bahwa 
seorang atau kelompok pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja 
padanya, yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar 
memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat merupakan materi maupun bukan 
materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. 
Hukum member ikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa 
suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang 
disebut "hak". 
Pelanggaran hak cipta dapat berupa perbuatan mengambil, merekam, 
memperbanyak dan rnengurnumkan ciptaan orang lain. baik sebagian maupun 
seluruhnya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, yang bertentangan 
dengan Undang-undang Hak Cipta, artinya tidak sesuai atau me!anggar ketentuan 
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Undang-undang Hak Cipta. Kejahatan pelanggaran Hak Cipta pada HKI katanya 
dapat dibedakan atas dua yaitu:  
1. mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke 
dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendri atau mengakui ciptaan 
orang lain seolah-olah ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut Plagiat. Hal ini 
dapat terjadi pada karya tulis berupa lagu dan notasi lagu. 
2. mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan 
sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, pencipta atau pengarang, 
penerbit atau perekam. Perbuatan ini disebut Pembajakan. Pembajakan 
banyak dilakukan pada karya tulis berupa buku dan karya rekaman audio 
dan video seperti kaset lagu dan kaset video atau Compact Disc (CD).  
Sekaitan dengan hal itu, Titi Slamet32 menjelaskan bahwa berdasarkan 
ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta 
(untuk selanjutnya disingkat UUHC), sesungguhnya ada dua golongan pelaku 
kejahatan pelanggaran Hak Cipta, yaitu:  
a. Pelaku utama, baik perseorangan maupun badan hukum, diancam 
dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara atau denda 
setinggi-tingginya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Termasuk 
dalam pelaku utama adalah pembajak. 
                                                          
32 (wawancara tanggal  20 Agustus 2014) 
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b. Pelaku pembantu, yaitu penjual, pengedar dan yang menyewakan 
hasil bajakan kepada masyarakat, diancam dengan hukuman 
maksimal 5 (lima) tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 
Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 
Lebih lanjut Titi Slamet menjelaskan bahwa apabila pelaku tindak pidana 
telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maka segala perbanyakan yang 
merupakan hasil pelanggaran hak cipta dirampas dan dapat dimusnahkan deh 
pengadilan atau diserahkan kepada pernegang hak cipta atas permintaannya. 
Permintaan tersebut harus diajukan kepada pengadilan yang bersangkutan 
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah tanggal putusan itu memperoleh 
kekuatan hukum yang tetap (Pasal 45 UUHC).  
c. Beberapa Persoalan Yang Memerlukan Penjelasan.  
Jika melihat dari segi proses pembuatan karya rekaman suara, tampak pula 
beberapa persoalan yang memerlukan penjelasan:  
a)  Mengingat suatu karya rekaman suara pada dasarnya berisi lagu-lagu yang 
hak ciptanya dimiliki oleh para pencipta (penulis lagu - song writer) maka 
perlu kejelasan tentang hubungan hukum antara pencipta lagu dengan 
produser rekaman suara yang merekam lagu-lagu karya cipta mereka. 
Selama ini, produser rekaman suara dianggap sebagai pemegang hak 
cipta atas lagu-lagu karya para pencipta tadi. Dalam hal demikian timbul 
pertanyaan, siapa yang paling berhak untuk menuntut secara hukum 
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pelaku pelanggaran atau pernbajakan terhadap hak cipta rekaman suara 
dan dapatkah hal itu dilakukan kedua-duanya. 
b)  Dalam hubungannya dengan pencipta lagu, kiranya masih diperlukan 
kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajban pencipta dan produser 
rekaman suara. Hal ini penting apabila dikaitkan dengan tanggung jawab 
masing-masing pihak dan upaya penegakan hukum hak cipta, terutama 
dalam menghadapi tindakan pelanggaran hak cipta tadi. 
c)  Masih perlu pula kejelasan status hukum para penyanyi, penata musik dan 
rnusisi lain yang terlibat dalam proses rekaman. Apakah terhadap mereka 
dapat diberlakukan ketentuan mengenai hubungan kerja atau karya 
pesanan. Jika dapat, maka ketentuan Pasal 6, Pasai 7, Pasal 8 dan Pasal 
9 UUHC perlu disosialisasikan. Hal-hal seperti itu dirasakan perlu agar 
dapat digunakan sebagai pegangan dalam kegiatan industri rekarnan 
suara.  
Masalah lain yang juga memerlukan kejelasan adalah praktik pengambilan 
sebagian dari karya rekaman suara untuk iklan. Persoalannya, sejauh mana 
praktik seperti itu dianggap sebagai pelanggaran. Lebih dari itu apabila hal itu 
terjadi, siapa yang secara hukum berhak menuntut? 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan CV.Irama Baru Record 
Theresia Chandra33 menjelaskan bahwa bagi produser rekaman, belakangan ini 
timbul pula kebutuhan kejelasan mengenai penggunaan lagu-lagu daerah. 
Persoalannya apakah penggunaan dapat dilakukan secara bebas atau harus 
meminta izin. Jika harus dengan izin, kemana izin itu harus diminta, Demikian pula 
pertanyaan apakah untuk itu harus membayar royalti. Dalam kaitan kegiatan 
seperti ini, kalangan industri rekaman semestinya dapat pula dianggap melakukan 
peran memelihara atau setidaknya mendokumentasikan lagu-lagu daerah tersebut. 
Karena tidak ada pengaturan yang jelas, maka kegiatan perekaman oleh kalangan 
industri rekaman menjadi sangat terbatas.  
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menarik untuk disimak kasus 
pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Makassar No. 
900/Pid.B/2000/PN.Mks antara Ismail Solong selaku Direktur Utama PT.Surya 
Panorama Sakti Makassar atau lebih dikenal dengan Libel Record melawan A.R. 
Ridwan dan Abdullah Sijaya selaku pencipta lagu Minasa Riboritta. Adapun 
uraian kasusnya adalah sebagai berikut:  
A.R. Ridwan selaku pencipta lirik atau syair dari lagu daerah Minasa 
Riboritta dan Abdullah Sijaya selaku pencipta lagunya telah mengikat kontrak 
dengan CV. Terminal Record utama atau lebih dikenal dengan Terminal Record 
                                                          
33 Wawancara tanggal 12 Agustus 2014 
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yang direkturnya Syafril atas judul lagu Minasa Riboritta untuk mencetak dalam 
bentuk Video Compact Disc (untuk selanjutnya disingkat VCD). Namun sebelum 
pihak Terminal Record memasarkan VCD tersebut, pada awal November 1999 
sewaktu pencipta jalan-jalan, diketahui bahwa telah beredar VCD lagu daerah 
Minasa Riboritta dengan komposisi baru dan penyanyi baru.  Ternyata yang telah 
memproduksi VCD tersebut adalah Libel Record tanpa seizin pencipta. Bahwa 
atas tindakan tersebut pihak Terminal Record merasa keberatan dan menuntut 
pencipta, sebab menurut Pasal V dari perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jika 
pihak kedua dalam hal ini pencipta rnelanggar perjanjian itu harus membayar ganti 
rugi kepada CV. Terminal Utama sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). 
Berdasarkan fakta yang ada dan menurut ketentuan yang berlaku, maka dalam 
kasus lagu Minasa Riboritta secara sah Libel Record telah melakukan pelanggaran 
hak cipta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UUHC. Akan tetapi dalam 
realita yang ada, kemudian ditempuh selain upaya pengadilan adalah mediasi di 
antara kedua belah pihak, baik pihak Libel Record dengan pencipta lagu Minasa 
Riboritta maupun antara Libel Record dengan Terminal Record yang dituangkan 
dalam bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh Libel Record (Nosema, Kepala Divisi 
Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Selatan)34  
Maraknya peredaran kaset, CD/VCD bajakan telah mengakibatkan industri 
rekaman kian terpuruk, masyarakat industri rekaman (music industry community) 
                                                          
34 wawancara tanggal 20 Agustus 2014. 
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tidak mendapatkan perlakuan yang layak, akibat dari pembajakan atas karya cipta 
musik.  
Pembajak adalah juga investor dalam industri musik, namun investasi yang 
dilakukan pembajak dalam industri rekaman adalah upaya gelap, kotor dan jahat 
bagi perkembangan industri rekaman musik, karena pembajak tidak mau 
membayar royalti kepada pencipta lagu,  honor penyanyi / artis, penata musik, 
musisi, studio rekaman dan promosi serta pajak kepada pemerintah.  
Perbuatan mereka akhir-akhir ini telah mengakibatkan produser tidak lagi 
mau untuk memproduksi sehingga berakibat kepada nasib pencipta lagu, yang 
lagu-lagunya tidak dipergunakan / dibeli produser.  Situasi ini sudah berlangsung 
beberapa tahun terakhir ini.  
Perlindungan hak cipta dari karya cipta lagu merupakan permasalahan yang 
paling penting di Indonesia karena berhubungan langsung dengan kehidupan 
sehari-hari masyarakat dan sering menimbulkan persoalan hukum.  
Sehubungan dengan itu pula, Kasubag Hukum Polrestabes Makassar 
Burhan35 menjelaskan bahwa sesungguhnya masyarakat sadar dengan apa yang 
mereka lakukan dan hal tersebut melanggar hak cipta orang lain namun mereka 
tetap saja melakukan pelanggaran itu.  Hal ini disebabkan karena masyarakat 
menganggap hal tersebut sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh hampir 
                                                          
35 wawancara tanggal 16 Agustus 2014 
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sebagian besar pedagang / penjual CD bajakan (lagu maupun film) yang ada di 
Makassar. Selain itu pada kenyataannya,  masih banyak aparat (di kepolisian) 
yang belum memahami dengan baik tentang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk 
hak cipta. 
Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi 
dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan 
orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-liriknya sehingga tidak 
menutup kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-
orang / penyanyi-penyanyi lainnya.  Pengguna atau penikmat lagu dan musik 
mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik 
untuk tujuan komersial, artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik 
ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, misalnya hotel-
hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, dan sebagainya. 
Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi dan telekomunikasi telah 
mendorong arus modernisasi di bidang musik dan lagu khususnya di Indonesia. 
Manusia modern cenderung pada kemajuan dengan berkembangnya budaya 
teknologi (technology of culture).  Akibat dari kemajuan ini, kini tidak ada sesuatu 
pun yang dapat disembunyikan oleh seseorang atau suatu negara dengan maksud 
tertentu guna meraih keuntungan dengan cara-cara tidak terhormat yang 
merugikan orang atau negara lain melalui hasil ciptaan yang dilindungi oleh 
perangkat hukum. Perkembangan iptek lambat laun akan mampu mengungkapkan 
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adanya kecurangan yang terjadi selama ini terhadap ciptaan yang bernilai 
ekonomis. 
Berkembangnya paradigma baru pada perlindungan atas hak kekayaan 
intelektual, maka perbuatan seperti membajak, meniru, memalsukan ataupun 
mengakui sebagai hasil ciptaan sendiri atas hak cipta orang lain atau pemegang 
izin dari ciptaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam 
dengan sanksi hukum. Perkembangan ini menyebabkan semua sektor kehidupan 
seperti ekonomi, kultur dan budaya perlu pula "berpacu dengan waktu" untuk 
mengejar ketinggalannya dalam era persaingan global yang kini semakin 
diskriminatif, komparatif dan kompetitif. 
Berdasarkan wawancara dengan Theresia Chandra (Pimpinan CV. 
Irama Baru Record)36 bahwa kemampuan pencipta lagu dalam menciptakan 
sebuah lagu, sesungguhnya adalah anugrah Tuhan dan tidak semua orang dapat 
menciptakan lagu, karena diperlukan kemampuan, daya cipta dan kreasi yang 
hanya dimiliki oleh si pencipta lagu. Proses terciptanya sebuah lagu, pencipta tidak 
dengan sendirinya langsung menciptakan lagu tersebut, dibutuhkan konsentrasi 
atau perenungan, biasanya pencipta lagu bekerja pada malam hari, ketika semua 
orang sedang beristirahat, dan hampir seluruh kegiatan insan industri rekaman 
bekerja pada malam hari. Kesemuanya itu sangat penting untuk dilindungi.  
                                                          
36 Wawancara tanggal 12 Agustus 2014 
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Dalam sistem pembayaran sebuah lagu, dahulu para produser rnenerapkan 
sistem pembayaran kepada pencipta lagu dengan sistem putus sebuah lagu (flat 
pay), berapapun hasil yang diperoleh dari lagu tersebut, pencipta hanya 
mendapatkannya pada saat lagu tersebut dibeli. Sistem ini, bagi pencipta lagu 
dirasa kurang adil karena hanya akan memperkaya pemilik modal (produser), 
untuk itu oleh beberapa organisasi yang mewadahi para pencipta lagu, 
artis/penyanyi, musisi, dan penata . musik dilakukan sistem pembayaran lagu 
berdasarkan sisters royalti-pencipta lagu, artis/penyanyi, musisi dan penata musik 
akan mendapat honorarium dari setiap kaset, keping CD/VCD yang terjual. 
 Perjuangan untuk mendapatkan sistem royalti, sebagai pengakuan hak 
atas karya cipta tersebut, saat ini menjadi persoalan akibat maraknya pembajakan 
terhadap industri musik. Hal ini diakibatkan pembajakan yang tidak menanggung 
beban biaya royalti pencipta lagu, penyanyl, penata musik dan musisi, tetapi 
secara kotor dan jahat telah menggunakan hak karya cipta tersebut untuk 
memperkaya diri sendiri.  
Beredarnya produk rekaman bajakan bukan saja telah merugikan 
masyarakat industri rekaman, tetapi juga pemerintah dan juga perkembangan 
budaya dan moralitas bangsa. Selain itu juga akan berakibat buruk terhadap 
perekonomian nasional dalam skala besar, misalnya persaingan curang yang 
dilakukan pembajak, pembatasan kuota beberapa produk ekspor Indonesia. Untuk 
itu diperlukan perlindungan karya cipta musik dan upaya pembajakan telah 
55 
 
dilakukan oleh beberapa organisasi anti pembajakan, para penegak hukum, 
institusi lainnya termasuk instansi pemerintah.  
Saat ini dunia internasional sedang menggalakkan perlindungan Hakl (hak 
atas Kekayaan Intelektual) termasuk juga hak cipta atas karya cipta lagu, dengan 
memberikan sanksi terhadap negara yang tidak mampu memberikan jaminan 
perlindungan terhadap HKI, diantaranya IIPA (International Intellectual Property 
Association) dengan memberikan ranking negara yang dalam pengawasan (Watch 
List), prioritas pengawasan (Priority Watch List), dll (Hasbir, Disertasi 2010:136). 
 Upaya perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta lagu adalah untuk 
melindungi bukan saja kepentingan bagi masyarakat industri rekaman musik tetapi 
juga pemerintah dan masyarakat Indonesia. 
Perlindungan HKI khususnya musik berdasarkan UUHC telah memberikan 
perlindungan bagi masyarakat industri musik baik di dalam hak memperbanyak 
(mechanical right) maupun di dalam hak untuk mengumumkan (performing right). 
Pengawasan untuk tidak memperbanyak (mechanical right) telah dilakukan oleh 
ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia), PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, 
Penata Musik Rekaman Indonesia) dan organisasi lainnya terhadap peredaran 
produk bajakan di antaranya dengan melakukan operasi dan pengawasan 
terhadap perdagangan produk industri rekaman yang dilakukan di Mall dan Pasar 
Tradisional, kaki lima, stasiun, terminal dan lain-lain. 
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Sedangkan hak untuk mengumumkan (Performing Right) dilakukan oleh 
YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) terhadap Hotel, Restaurant, Diskotik dan 
Bar, Mall (pusat perbelanjaan), Biro Perjalanan, Perusahaan Penerbangan, Rumah 
Sakit, Sarana Hiburan Lainnya. dan sebagainya. 
Meskipun lembaga-lembaga yang tersebut di atas telah ada namun untuk 
di daerah Makassar sampai saat ini belum berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh 
karena itu, pembajakan semakin hari semakin menjamur tanpa ada tindakan pro 
aktif secara maksimal dari instansi yang terkait (I lliya Amahoru, Kasubag 
Pelayanan Hukum Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan)37  
 Dari apa yang penulis uraikan di atas terkait dengan pelanggaran hak cipta 
dalam hal ini hak cipta lagu terlihat bahwa sesungguhnya masyarakat khususnya 
penjual/pengedar CD bajakan sadar atau menyadari bahwa apa yang mereka 
lakukan selama ini adalah melanggar hukum atau melanggar hak cipta orang lain 
akan tetapi mereka tidak taat hukum. Hal ini yang jika meminjam istilah Oetoedjo 
Oesman dikategorikan sebagai kesadaran hukum yang buruk. 
B. Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta di Kota Makassar Dan 
Permasalahannya.  
Hak cipta menurut UUHC yang terdapat dalam Pasal 1 adalah hak ekslusif 
bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 
                                                          
37 wawancara, tanggal 20 Agustus 2014 
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ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Hak cipta merupakan istilah yang populer di dalam masyarakat. Walaupun 
demikian, pemahaman mengenai ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada 
setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah hak cipta ini. 
Akibatnya, di dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman dalam pemberian 
arti hak cipta sehingga sering menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa 
yang baik dan benar.  Pada kenyataannya, di dalam masyarakat istilah hak cipta 
ini sering dicampur adukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya 
seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertiau hak cipta itu cukup luas meliputi 
keseluruhan ciptaan manusia. Padahal, pengertian hak cipta itu dibatasi, hanya 
meliputi hasil ciptaan manusia dalam bidang tertentu saja, yang selebihnya akan 
dikategorikan dalam bidang lain, yaitu paten, merek, dan lain-lain. 
Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan HKI yang 
pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI. Yang 
dinamakan hukum HKI meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak 
yuridis atas karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah piker manusia bertautan 
dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral. 
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Bidang yang dicakup dalam HKI sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua 
HKI, misalnya terdiri dari: ciptaan sastra seni, ilmu pengetahuan, invensi, desain 
industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan lain-lain. 
Hukum HKI melarang dilakukannya tindakan penjiplakan atau plagiat, 
plagiat yaitu suatu tindakan dengan maksud untuk menarik keuntungan dari 
ciptaan-ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual orang lain, dan menetapkan 
kaedah-kaedah hukum yang mengatur ganti rugi yang harus dipikul oleh orang 
yang melanggarnya dengan melakukan tindakan penjiplakan." 
Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, HKI mulai memasuki tahapan baru 
dalam perkembangan hukum di Indonesia, HKI menjadi mengemuka tidak hanya 
karena berdasarkan hukum, tetapi juga karena bertautan erat dengan bidang-
bidang lain secara sekaligus, seperti bidang-bidang teknologi, ekonomi, social 
budaya, kesenian, komunikasi dan lain sebagainya. 
Hal ini menjadikan HKI mendorong timbulnya kesadaran baru tentang arti 
penting dan adanya fungsi ekonomi HKI, sehingga dalam memandang persoalan 
HKI ini mau tidak mau harus dilihat dengan mempergunakan kacamata yang 
berdimensi luas, disamping masalah teknis yuridisnya. 
Secara substantif, pada dasarnya pengertian HKI dapat dideskripsikan 
sebagai hak-hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia, 
dengan perkataanlain HKI adalah hak atas harta kekayaan yang timbul dari 
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kemampuan intelektual manusia. Kekayaan semacam ini bersifat pribadi dan 
berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual 
manusia, seperti hak atas: 
1. Harta kekayaan yang diperoleh dari alam terdiri dari: 
a) tanah: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 
penambangan, hak sewa, dan lain-lain,  
b) air: hak mengelola sumber air, hak lintas damai di perairan 
pedalaman, hak perikanan, dan lain-lain  
c) udara:   hak   lintas   udara   bagi   pesawat-pesawat   udara 
maskapai udara as ing, hak siaran, dan sebagainya 
2. Harta   kekayaan   yang   diperoleh   dari   benda-benda   tidak bergerak 
dan bergerak seperti: 
a) hak milik atas tanah, gedung, bangunan, dan rumah susun  
b) hak milik atas mesin-mesin 
c) hak milik atas mobil, pesawat udara, surat-surat berharga 
Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak 
cipta adalah hak untuk : 
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1. membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut 
(termasuk, pada umumnya, salinan elektronik) 
2. mengimpor dan mengekspor ciptaan 
3. menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi  
ciptaan) 
4. menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum. 
5. menjual atau mengalilikan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak 
lain 
Hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas 
melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang 
melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep 
tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta 
termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, 
mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, 
memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan 
mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. 
Selain itu, dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula "hak terkait", 
yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki 
oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser 
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rekaman suara, dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil 
dokumentasi kegiatan seni yang dilakukan, direkam, atau disiarkan oleh mereka 
masing-masing. 
Dari penjelasan di atas, hak eksklusif yang terkandung dalam suatu karya 
cipta juga dimiliki oleh karya cipta lagu dan musik. Sebagai contoh, seorang 
penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. 
Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, 
misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis. " Pemilik hak cipta dapat pula 
mengizinkan pihak lain melakukan hak eksklusifnya tersebut dengan lisensi 
dengan persyaratan tertentu. 
Suatu karya cipta menimbulkan hak ekonomi (economy right) dan hak moral 
(moral right). Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta 
suatu ciptaan, sesuai penggunaan Persetujuan TRIPs WTO (yang secara 
internasional) juga mensyaratkan penerapan bagian-bagian relevan Konvensi 
Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau 
dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut. 
Hak moral (moral rights) adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta 
suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap 
perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian 
ciptaannya (any mutilation or deformation or other modification or other derogatory 
action} yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi (anther's honoror 
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reputation} hak-hak moral (moral rights} yang diberikan kepada seorang pencipta 
mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (economic rights} 
yang dimiliki pencipta atas ciptaannya. 
Menurut Nosema, Pembajakan atau peniruan terhadap karya cipta 
bukanlah sesuatu fenomena yang baru. Tindakan ini telah ada jauh sebelum 
berlakunya UUHC di negara Indonesia. Adapun faktor yang mendasari tindakan 
tersebut ada!ah kurangnya kesadaran masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, 
di samping sikap ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang 
bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu untuk mengatasi rrierebaknya kasus 
pembajakan hak cipta tersebut, maka hendaknya para penegak hukum, baik 
aparat Kejaksaan maupun Kepo!isian agar menangani pembajakan dengan serius, 
karena hal itu merupakan tindakan kejahatan, dan diharapkan adanya kerja sama 
antar berbagai pihak38. 
Penegakan hukum harus diefektifkan untuk mengurangi merajalelanya 
pembajakan. Diharapkan masyarakat pembeli agar tidak sekedar berfikir untuk 
kepentingan pribadi. Walaupun masyarakat memperoleh kesempatan untuk 
membeli CD/VCD bajakan yang murah, namun dilihat dari kepentingan masa 
depan bangsa, hal ini merupakan kerugian besar. Hendaknya masyarakat 
menghargai karya intelektual dengan tidak membeli CD/VCD bajakan.  
                                                          
38wawancara tanggat 20 Agustus 2014. 
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Pada awalnya, konsepsi perlindungan hak cipta diarahkan untuk 
mendorong kreativitas para pencipta untuk menciptakan ciptaan-ciptaan baru yang 
bermanfaat bagi kebudayaan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi, perlindungan atas hak cipta telah bergeser dan 
didominasi oleh faktor ekonomi dan perdagangan.  
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak 
negara meninggalkan ketergantungannya pada industri yang lebih bersifat polutive 
dan beralih kepada industri yang berkaitan dengan karya intelektual.  
Tingkat kemajuan dan perkembangan teknologi telah membuka peluang 
perbanyakan dan pengumuman sesuatu ciptaan secara lebih mudah dan massal. 
Di bidang teknologi informasi misalnya, orang tidak lagi mengenal batas negara 
sehingga memungkinkan siaran televisi dari Amerika Serikat dapat 
ditangkap/ditayangkan di Jakarta pada waktu yang bersamaan. Apabila 
menyangkut siaran musik misalnya, maka dengan cepat dapat direkam dan 
diperdagangkan untuk mencari keuntungan meski dilakukan dengan melanggar 
hak pencipta. 
Pelanggaran hukum di bidang hak cipta rekaman suara menurut 
Nosema39, pada umumnya disebabkan karena beberapa hal:  
                                                          
39 wawancara tanggal 20 Agustus 2014 
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a) Adanya peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi. 
b) Kurangnya pemahaman dan, kesadaran hukum masyarakat di bidang hak 
cipta. 
c) Lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta, terutama karena 
kurangnya koordinasi dan pemahaman hak cipta di antara aparat penegak 
hukum.  
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan tindakan 
pelanggaran dalam bentuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan secara 
tanpa izin tersebut dapat ditunjukkan dengan contoh-contoh sebagai berikut:  
a. Di bidang rekaman audio visual dengan teknologi digital, telah 
memungkinkan duplikasi rekaman secara massal dan lebih baik 
b. Teknologi siaran juga tampil dengan jangkauan yang tidak lagi mengenal 
batas negara. Siaran dari manapun di ujung dunia dapat diterima di ujung 
dunia yang lain. Tanpa adanya kontrol yang memadai baik melalui 
rekayasa teknik maupun pengaturan, kemajuan seperti itu cenderung 
dapat membawa dampak yang merugikan bagi kepentingan pencipta.  
Penyebab lain yang mendorong timbulnya pelanggaran hak cipta adalah 
kurangnya pemahaman masyarakat akan arti penting, fungsi dan sifat hak cipta. 
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Kurangnya pemahaman ini bukan hanya pada masyarakat, tetapi juga di kalangan 
aparat penegak hukum dan profesi yang bergerak di bidang hak cipta.  
 
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Hak 
Cipta 
Royalti merupakan pembayaran sebagai bentuk penghargaan atas 
penggunaan hasil karya cipta musi dan lagu yang dipergunakan untuk keperluan 
komersial. Undang-Undang Hak Cipta memang tidak memberikan defenisi 
mengenai royalti, naraun Pasal 45 UUHC menyebutkan bahwa: 
1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain 
berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
2. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi seinua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh 
wtlayah Negara Republik Indonesia. 
3. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada 
pemegang hak cipta oleh penerima lisensi. 
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4. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh 
penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan 
berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. 
Besarnya royalti ditentukan oleh YKCI berdasarkan standar internasional 
yang ditetapkan oleh CISAC (The International Confederation of Societes of 
Authors and Composer) sebagai organisasi induk performing right dan disini YKCI 
bertindak sebagai bagian dari anggota CIS AC. Yayasan Karya Cipta Indonesia 
hanya menagih royalti yang berasal dari anggota yayasan. 
Ketika melaksanakan tugasnya memungut royalti untuk karya musik dan 
lagu Indonesia, YKCI berlandaskan pada UUHC yang berlaku serta perjanjian 
pemberian kuasa yang diberikan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi 
kuasa) pada YKCI. Selanjutnya, kewenangan hukum YKCI dalam hal pemungutan 
royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, YKCI mendasarkan 
kewenangannya pada perjanjian reciprocal, yaitu perjanjian timbal balik yang 
dibuat antara YKCI dengan lembaga-lembaga Collecting Society di seluruh dunia 
yang sama-sama menjadi anggota International Confederation of Societies of 
Authors and Composers (CISAC).  
Pembayaran royalti merupakan bagian konsekuensi dari menggunakan 
jasa/karya orang lain, sebab dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah 
satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha atau komersial. Alasan inilah yang 
67 
 
mendasari kewajiban user membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya 
intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak 
lain menggunakannya sudah sepatutnya meminta izin kepada pemilik atau 
pemegang hak cipta. 
Royalti diberikan kepada pencipta lagu, inusisi, dan penyanyi dan dipotong 
biaya administrasi yang berkaitan dengan penagihan royalti kepada YKCI yang 
besarnya berkisar 22-28 % (dua puluh dua sampai dua puluh delapan persen) dari 
jumlah pendapatan yang diperoleh. Royalti didistribusikan setiap tahunnya kepada 
para pemegang hak cipta Indonesia maupun asing yang telah memberikan 
kuasanya kepada YKCI, sehingga dalam hal ini YKCI hanya mengurusi lagu-lagu 
yang telah didaftarkan kepadanya dan semua musisi atau pencipta karya musik 
dapat bergabung dengan YKCI. 
Royalti diberikan untuk lagu-lagu yang benar-benar diumumkan dan dari 
tempat-tempat yang telah memperoleh lisensi dari YKCI. Sistem yang 
dipergunakan adalah sistem "follow the dollar" atau royalti yang diterima dari 
kegiatan usaha tertentu (general lisencing, broadcasting, concert, cinema) 
dibagikan untuk lagu-lagu yang diputar pada kegiatan masing-masing. Besarnya 
royalti yang diterima oleh setiap pemberi kuasa tergantung pada: 
1. apakah lagunya sudah didaftarkan 
2. apakah lagunya benar-benar dimainkan 
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3. seberapa   seeing   lagu   tersebut   dimainkan   (semakin   sering dimainkan 
maka semakin banyak royalti yang diterima) 
4. berapa pendapatan royalti riil yang diperoleh YKCI pada tahun itu untuk kategori 
pengguna yang memaiiikan lagunya 
5. berapa banyak total frekuensi lagu yang dimainkan kategori pengguna tersebut. 
Jumlah penerimaan royalti sebuah lagu setiap tahunnya akan berbeda-
beda, karena bisa saja di tahun ini lagu itu terkenal dan didengarkan dimana-
mana, tetapi tahun berikutnya lagu itu hamper tidak diperdengarkan lagi. 
Permasalahan terjadi ketika seorang pencipta lagu dan musik tidak terdaftar 
menjadi anggota YKCI. Yayasan Karya Cipta Indonesia tidak mempunyai 
wewenang untuk menentukan besamya royalti dan meminta royalti atas karya 
cipta lagu dan musik tersebut sehmgga seorang pencipta dianjurkan untuk menjadi 
anggota dari YKCI agar hak ekonomi dari si pencipta tersebut dapat dilindungi. 
Secara garis besar dari hasil wawancara penulis dengan Nosema 
(wawancara tanggai 20 Agustus 2014) bahwa kendala-kendala yang ditemukan 
dalam rangka pelaksanaan UUHC adalah sebagai berikut: 
1. Pencipta atau pemegang hak cipta sulit untuk mengawasi perbanyakan atau 
pengumuman ciptaannya karena kemajuan teknologi yang semakin 
canggih, seperti dengan adanya mesin foto kopi, video tape, audio tape, 
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compact disk, sehingga memudahkan para pembajak untuk melakukan 
pelanggaran di bidang hak cipta. 
2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hak 
cipta. 
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menghormati 
karya cipta seseorang.  
4. Masyarakat lebih menyukai hasil bajakan karena harganya relatif lebih 
murah. 
5. UUHC tidak mengatur secara jelas siapakah yang memegang hak cipta, 
yang dimiliki suatu badan hukum apabila badan hukum tersebut sudah tidak 
ada lagi (pailit atau bubar). 
6. Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang 
pelaksanaan Pasal 10 UUHC. Sehingga akan menimbulkan hambatan dari 
pertanyaan baik di kalangan masyarakat sendiri maupun di kalangan 
penegak hukum. Siapa yang berwenang memberi izin dan bagaimana 
prosedurnya jika seseorang akan memperbanyak atau mengumumkan 
ciptaan-ciptaan yang diatur dalam Pasat 10 UUHC tersebut.  
Selain kondisi umum yang disebutkan di atas, maka secara khusus penulis 
dapat rumuskan dari hasil penelitian, kendala perlindungan hukum bagi produser 
rekaman suara yang terjadi di Makassar menurut UU No. 28 Tahun 2014 sebagai 
berikut: 
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a. Sumber Daya Manusia  
Berbicara sumber daya manusia, harus diakui bahwa kondisi obyektif yang 
terjadi di Kota Makassar menunjukkan bahwa bukan hanya aparat penegak hukum 
yang memiliki tingkat pengetahuan yang sangat minim di bidang hak cipta, akan 
tetapi juga Pencipta, Pemegang hak cipta. Produser rekaman suara dan 
masyarakat luas. Keterbatasan sumber daya manusia ini sangat berkolerasi 
dengan belum efektifnya sosialisasi HKI pada umumnya. Hal ini dapat terlihat pada 
kasus lagu Daerah Minasa Riboritta. Oleh karena lagu tersebut  dicetak terlebih 
dahulu, kemudian  memberikan informasi kepada pencipta dan membayarkan 
royalti. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan UUHC yang tidak boleh 
memperbanyak karya data orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak 
cipta tebih dahulu. Hal tersebut dapat diiihat pada Pasal 1 angka 4 UUHC bahwa 
perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang 
sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan 
bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan 
sesuatu ciptaan. 
Oleh karena itu, dalam kasus tersebut jelas bahwa Libel Record telah 
melakukan pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur dalam UUHC. 
Tentunya hal ini memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
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mengajukan gugatan secara hukum. Namun demikian, dalam realita yang ada 
kemudian yang ditempuh selain upaya pengadilan adalah mediasi di antara kedua 
belah pihak, baik pihak Libel Record dengan Pencipta lagu Minasa Riboritta 
maupun antara Libel Record dengan Terminal Record yang dituangkan dalam 
bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh Libel Record. 
 
b. Budaya Masyarakat  
Menurut Titi Slamet40, Budaya masyarakat merupakan salah satu kendala 
yang terbesar dalam melaksanakan perlindungan hukum dewasa ini. Hal ini 
disebabkan kondisi masyarakat kita yang terbiasa untuk menerima seenaknya saja 
dan sikap skeptis masyarakat dan memandangi sebuah persoalan, masyarakat 
selalu menghendaki sesuatu sesederhana mungkin walaupun kemudian 
mengabaikan rasa kepatuhan terhadap hukum.  Kondisi seperti ini tidak hanya 
dalam bidang hak cipta, akan tetapi hampir dalam setiap bidang yang melibatkan 
masyarakat sebagai obyek.  Akar permasalahan dari budaya masyarakat seperti 
itu sangatlah ditentukan oleh pengetahuan dan kepatuhan masyarakat itu sendiri 
terhadap suatu aturan hukum yang dalam istilah sosiologisnya bahwa kepatuhan 
atau kesadaran ataukah ketaatan hukum warga masyarakat terhadap suatu aturan 
sangat ditentukan oleh nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh masyarakat itu.  
                                                          
40  wawancara dengan Titi Slamet, tanggal 19 Agustus 2014 
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D. Tindakan Pemerintah Dalam Mengantisipasi atau Mencegah Pelanggaran 
Hak Cipta.  
Perlindungan HKI pada dasarnya tidak dapat semata-mata digantungkan 
pada tersedianya peraturan perundang-undangan. Peran aparat penegak hukum 
yang paling bertanggung jawab dari segi pelaksanaan (enforcement) dan 
masyarakat sebagai pemakai peraturan perundang-undangan turut menentukan 
tingkat efektivitas perlindungan hukum yang dijanjikan. Secara berkalar seorang 
pembajak karya rekaman musik menyatakan : kalau saya tidak melakukan, 
maka orang lain yang akan mengambil kesempatan. Ternyata aksioma itu 
berlaku di mana-mana dan berkembang menjadi argumen: kalau yang lain dapat 
melakukan, kenapa saya tidak.  Cara pikir seperti inilah di antaranya yang 
melatarbelakangi timbul dan meluasnya pelanggaran hak cipta. Hal senada juga 
dikemukakan oleh Nosema41.  
Bentuk dan jenis pelanggaran HKI pada dasamya sangat beragam. di 
bidang Hak Cipta, selain menyangkut obyek-obyek ciptaan yang sangat beragam, 
juga cara-cara pelanggaran yang bervariasi.  
Kemajuan teknologi yang secara luar biasa mampu menghadirkan 
berbagai peralatan canggih, berdaya guna tinggi dan dengan sistem 
pengoperasian yang sederhana, semakin membuka peluang mempermudah 
                                                          
41 wawancara tanggat 20 Agustus 2014 
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pelanggaran di bidang tersebut. Teknologi di bidang elektronika misalnya, yang 
dengan segala kemajuan dan kemampuan fasilitasnya, memungkinkan 
pelanggaran hak cipta dilakukan secara mudah, cepat, dan murah. Yang menjadi 
permasalahan adalah, teknologi telah menawarkan peluang yang secara ekonomi 
sangat menjanjikan keuntungan. Gambaran seperti itu sekaligus menunjukkan 
kenyataan bahwa lompatan kemajuan teknologi seperti mendorong suksesi 
dengan menggulingkan kekuasaan hukum yang sejak semula menjadi benteng 
pelindung dan pencegah pelanggaran. Dalam fenomena seperti ini hukum 
memang tidak dikalahkan, tetapi telah terdesak dan dikesampingkan. fungsinya.  
Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran HKI yang terjadi dewasa ini, 
tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau 
pencegah terjadinya pelanggaran.  Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya 
juga dilatarbelakangi oleh kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh 
teknologi yang tidak sebanding dengan ancaman hukuman yang ditentukan.  
Meluasnya pelanggaran hak cipta di bidang karya rekaman suara, komputer 
program, film termasuk video dan perbukuan kiranya dapat ditampilkan sebagai 
contoh fenomena itu.  
Patut Pula dicatat bahwa dalam logika masyarakat, menghadapi kemajuan 
teknologi seperti itu, yang hadir menantang dan sekaligus diuji adalah naluri 
keberanian mengambil risiko melawan hukum.  Tantangan serupa itu dalam nalar 
ekonomi dapat ditakar dengan ukuran risiko untung rugi. Apabila dalam prinsip 
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ekonomi diakui bahwa hidup adalah mencari keuntungan besar dengan 
pengorbanan yang paling kecil, maka melanggar hak cipta merupakan contoh 
yang menarik. Artinya, melanggar hak cipta yang dapat menghasilkan keuntungan 
besar merupakan tindakan yang tetap dipilih dan dilakukan karena mereka tahu 
ancaman hukuman yang akan dihadapi memang relatif ringan.  
Dari cara berpikir seperti ini, tergambar bahwa sebenarnya mereka 
bukannya tidak paham hukum.  Masyarakat bukan tidak tahu adanya larangan dan 
ancaman hukuman itu.  Masalahnya, hukum menjadi terlalu lemah dihadapkan 
pada kenyataan dan pilihan yang ditawarkan teknologi tadi. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat sangat mempengaruhi 
terjadinya pelanggaran hak cipta lagu di kota Makassar. Karena 
sesungguhnya masyarakat menyadari bahwa hal itu melanggar hak 
cipta orang lain namun mereka tetap saja tidak taat hukum.  Dalam hal 
ini, masyarakat di kota Makassar memiliki kesadaran hukum yang buruk 
dan ketaatan hukum bersifat compliance. 
2. Efektivitas Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
dalam melindungi hak cipta lagu di kota Makassar belum efektif. Hal ini 
terlihat masih banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta, baik oleh 
pedagang-pedagang CD bajakan maupun produsen yang membuat 
bajakan tersebut.  Hal ini disebabkan selain karena kurangnya 
pemahaman aparat penegak hukum tentang Hak kekayaan Intelektual 
pada umumnya dan hak cipta pada khususnya, juga disebabkan oleh 
nilai/kultur hukum masyarakat kita yang tidak menghargai hasil karya 
orang lain dan menganggap tindakan mereka itu adalah hal biasa 
dilakukan. 
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B. Saran 
 
1. Perlu adanya sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan 
kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, termasuk aparat penegak 
hukum itu sendiri berkaitan dengan hak cipta. 
2. Agar masyarakat taat hukum (hukum berjalan efektif), perlu ada 
komitmen yang kuat dari aparat untuk melakukan tindakan tegas 
terhadap pelanggar hak cipta.  
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